
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

NOMOR  85  TAHUN 2012 

TENTANG 

PELAKSANAAN PENGELUARAN TAHUN ANGGARAN 2013 BERDASARKAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

Menimbang : a. bahwa sambil menunggu Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2013 sedang dalam proses evaluasi oleh 

Kementerian Dalam Negeri, berdasarkan Pasal 105A Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal 

penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

mengalami keterlambatan maka Gubernur melaksanakan 

pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar seperduabelas 

APBD Tahun Anggaran sebelumnya dan dibatasi hanya untuk 

belanja yang bersifat mengikat  dan  wajib seperti belanja pegawai, 

jasa layanan dan keperluan kantor sehari-hari;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang

Pelaksanaan Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 Berdasarkan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

SALINAN 



   

4. 

 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan 

Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5339); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya 

Undang-Undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4578); 

  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 

2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah;  

  9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 

Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 

2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah  (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PENGELUARAN 

TAHUN ANGGARAN 2013 BERDASARKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012. 

 

Pasal 1 

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagai Pengguna/Kuasa Pengguna  

dapat melaksanakan pengeluaran untuk Tahun Anggaran 2013 paling banyak sebesar 

angka pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012. 

 

Pasal 2 

Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi belanja yang bersifat mengikat  

dan  wajib yaitu  belanja pegawai, jasa layanan dan keperluan kantor sehari-hari . 

 

 

 



Pasal 3 

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagai Pengguna/Kuasa Pengguna 

wajib menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan Pengeluaran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Pasal 4 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan 

diundangkannya Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkankan pengundangan Peraturan 

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 Ditetapkan di Yogyakarta 

 pada tanggal 27 Desember 2012 

GUBERNUR 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

TTD 

HAMENGKU  BUWONO X 

Diundangkan di Yogyakarta 

pada tanggal 27 Desember 2012 

SEKRETARIS DAERAH 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

TTD 

ICHSANURI 

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  TAHUN 2012  NOMOR  85 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM, 

ttd 

DEWO ISNU BROTO I.S. 
NIP. 19640714 199102 1 001 


